
 
 

 
 

 

 

 

 

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

69/PUU-XXII/2024 TERHADAP 

LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT 

PENDIDIKAN DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANUM SALSABIELA FARAHDIFA 

NIM. 10322010 

 

 

2026 

 



 

 

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-

XXII/2024 TERHADAP LARANGAN 

KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN 

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

HANUM SALSABIELA FARAHDIFA 

NIM. 10322010 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 

2026 



 
 

i 
 

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-

XXII/2024 TERHADAP LARANGAN 

KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN 

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

HANUM SALSABIELA FARAHDIFA 

NIM. 10322010 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 

2026 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah 

SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya yang 

senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat serta 

salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti penulis 

termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat 

kepada perintah-Nya. Aamiin. Di antara seluruh bagian dalam 

skripsi ini, lembar persembahan memiliki makna yang paling 

mendalam, karena pada bagian inilah penulis menitipkan rasa 

terima kasih yang tidak sepenuhnya dapat diwakili oleh kata-

kata. Bismillahirahmanirrahim, dengan segala usaha dan doa 

yang telah penulis upayakan dalam penyusunan karya 

sederhana ini, dipersembahkan kepada: 

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Hj. Sri Winati, S.Ag. dan 

Ayah H. Subur, S.E., yang dengan penuh kasih sayang 

telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terima 

kasih atas segala dukungan dan doa yang terus mengalir 

serta moral dan finansial selama proses perkuliahan. 

Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk 

kebanggaan bagi Ayah dan Ibu. 

2. Saudara-saudara penulis, yang senantiasa memberikan 

doa, dukungan, dan motivasi, serta berbagai bentuk 

bantuan selama penulis menempuh perkuliahan. 

3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta 

saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses 

penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

4. Sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa membersamai 

penulis, terima kasih atas setiap jejak kebaikan, uluran 



 

vi 
 

tangan, serta semangat yang selalu diberikan kepada 

penulis sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian 

skripsi ini. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari 

perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. 

Semoga harapan, doa, dan mimpi-mimpi baik yang pernah 

kita rencanakan di masa depan dapat terwujud. 

5. Teman-teman PPL non peradilan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pekalongan, KKN 63 Tematik 

Ekoteologi & Pertanahan Desa Karangrejo, serta PPL 

peradilan Pengadilan Agama Pemalang yang telah 

memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga 

dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang 

penuh cerita dan dukungan yang tak terlupakan. See you 

on top guys. 

6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah 2022, 

khususnya progam studi Hukum Tatanegara yang telah 

membersamai selama masa perkuliahan. 

7. Kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, 

terima kasih telah membersamai penulis selama proses 

penyusunan skripsi. Terima kasih atas perhatian, 

dukungan, kebaikan, serta semangat yang diberikan 

kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya 

sendiri, Hanum Salsabiela Farahdifa yang telah berjuang 

menuntaskan apa yang telah dimulai. Tidak mudah untuk 

bertahan hingga mencapai titik ini. Terima kasih karena 

tetap memilih untuk menjalani hidup dan menghargai diri 

sendiri, meskipun kerap diliputi rasa putus asa dalam setiap 

proses yang dijalani. I hope to always be an independent 

and humble person, someone who continues to grow and 

never tires of trying to be the best version of myself. 



 
 

vii 
 

MOTTO 

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu 

mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al usri 

yusra, inna ma’al usri yusra” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“It’s fine to fake it till you make it, till you Do, till it’s true” 

(Taylor Swift) 
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ABSTRAK 

Hanum Salsabiela Farahdifa 2026. “Penafsiran Hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 

Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: 

Ayon Diniyanto, M.H. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran 

hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusional dalam 

Keputusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 mengenai frasa 

"tempat pendidikan" dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan 

untuk meneliti implikasi yuridis dari keputusan tersebut. 

Masalah ini muncul karena kegiatan kampanye di tempat 

pendidikan dilarang dalam pemilihan kepala daerah, 

sedangkan diperbolehkan dalam pemilihan umum. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis 

kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum 

primer berupa undang-undang dan keputusan Mahkamah 

Konstitusional, dan bahan hukum sekunder berupa buku, 

literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan 

melalui tinjauan pustaka dan kemudian dianalisis secara 

kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui 

pendekatan interpretasi hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah 

Konstitusional dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 

menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa 

“tempat pendidikan” dengan memberikan makna bahwa 

kampanye di lingkungan pendidikan dapat dilakukan selama 

memperoleh izin dari penanggung jawab dan tidak 

menggunakan atribut kampanye. Dalam penafsiran ini, 

Mahkamah menggunakan pendekatan historis dengan 

mempertimbangkan perkembangan peraturan kampanye 
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dalam sistem hukum pemilu Indonesia dan menerapkan 

metode interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 

69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Pasal 

280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

yang memiliki substansi serupa. Implikasi yuridis dari putusan 

ini adalah penyesuaian norma kampanye dalam sistem hukum 

nasional untuk menjaga konsistensi peraturan dan perlunya 

menetapkan peraturan lebih lanjut yang mengatur mekanisme 

teknis pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan. 

Kata Kunci: penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, 

kampanye, Pilkada.  
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ABSTRACT 

Hanum Salsabiela Farahdifa 2026. "Legal Interpretation of 

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XXII/2024 

Concerning the Prohibition of Campaigning at Educational 

Facilities in Regional Head Elections." Thesis, State 

Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H. 

This study aims to analyze the legal interpretation used by the 

Constitutional Court in Decision Number 69/PUU-XXII/2024 

regarding the phrase "educational places" in Article 69 letter 

i of Law Number 1 of 2015 concerning Regional Head 

Elections, and to examine the legal implications of this 

decision. This problem arises because campaigning activities 

at educational places are prohibited in regional head 

elections, while they are permitted in general elections. 

This study uses a normative legal research method with a 

statutory, conceptual, and case-based approach. The legal 

sources used include primary legal materials in the form of 

laws and Constitutional Court decisions, and secondary legal 

materials in the form of books, legal literature, and scientific 

journals. The legal materials were collected through a 

literature review and then analyzed qualitatively using a 

prescriptive method through a legal interpretation approach. 

The results of the study show that the Constitutional Court in 

Decision Number 69/PUU-XXII/2024 applies a conditionally 

constitutional interpretation to the phrase “educational 

place” by giving the meaning that campaigns in educational 

environments can be carried out as long as they obtain 

permission from the person in charge and do not use campaign 

attributes. In reaching this interpretation, the Court uses a 

historical approach by considering the development of 

campaign regulations in the Indonesian election legal system 

and applies a systematic interpretation method by linking 

Article 69 letter i of Law Number 1 of 2015 with Article 280 

paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 which has a 
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similar substance. The legal implications of this decision are 

the adjustment of campaign norms in the national legal system 

to maintain regulatory consistency and the need to establish 

further regulations governing the technical mechanisms for 

implementing campaigns in educational environments. 

Keywords: legal interpretation, Constitutional Court, 

campaign, regional elections.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah 

perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana dalam  

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.1 Pelaksanaan Pilkada 

sendiri melewati beberapa tahapan, salah satunya yaitu 

kampanye yang berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara pasangan calon dengan para pemilih untuk  

memberikan pemahaman mendalam mengenai tujuan, 

sasaran dan rencana aksi yang disampaikan oleh setiap 

calon.2  

 Pengaturan Pilkada tidak hanya diarahkan pada 

proses pergantian kepemimpinan daerah, melaikan 

dimaksudkan juga sebagai media pendidikan politik bagi 

masyarakat. Melalui mekanisme kampanye, masyarakat 

tidak hanya sekedar menjadi sasaran promosi pasangan 

calon, tetapi memperoleh ruang untuk meningkatkan 

pemahaman politik, sehingga dapat mendorong partisipasi 

masyarakat secara mandiri.3 

 Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 mengenai  

perkara permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 huruf i 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan walikota, yang dikemukakan dua 

 
1 Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik 

Masyarakat Indonesia” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 1 (2020), hlm 121. 
2 Gunawan Arifin, dkk., “Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai 

Sarana Pendidikan Politik” Riau Law Journal 7, no. 1 (2023), hlm 87-88. 
3 Julkifli & Surya Wibawa, “Upaya Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 

(Pemilu) Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Mendatang” Jurnal 

Serunai Ilmu Pendidikan 8, no. 2 (2022), hlm 5-7. 
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pihak yang merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 

Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria 

merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia pada 31 Mei 2024. Mereka memiliki legal 

standing sebagai subjek hukum yang dirugikan secara 

konstitusional akibat Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang 

menyatakan: “Dalam kampanye dilarang: i. menggunakan 

tempat ibadah dan tempat pendidikan”, khususnya frasa 

“tempat pendidikan” tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 

Pasal 22E ayat (1) asas pemilu yang adil dan jujur, Pasal 

28C ayat (1) hak untuk berkembang dan memperoleh 

pengetahuan dan Pasal 28D ayat (1) asas kepastian hukum. 

Fenomena ini dianggap membatasi ruang dialog akademis 

guna menguji secara kritis tehadap gagasan calon 

pemimpin daerah oleh mahasiswa atau Pemohon sebagai 

pemilih pemula dalam Pilkada 2024, untuk memperoleh 

pemahaman mendalam yang dibutuhkan dalam 

menentukan pilihan secara rasional.4 

 Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan mengenai 

penyelenggaraan kampanye Pemilu di tempat pendidikan 

dengan ketentuan memeperoleh izin dari otoritas terkait 

dan kehadiran tanpa menggunakan atribut kampanye 

pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 65/PUU-XXI/2023.5 Hal ini dianggap 

menimbulkan ketidakpastian hukum karena UU Pemilu 

sudah membolehkan kampanye di Perguruan Tinggi 

(dengan syarat), sedangkan UU Pilkada masih 

melarangnya.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XXII/2024, menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam 

 
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, 

hlm 1-9. 
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 
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Pasal 69 huruf i UU Pilkada tidak sejalan dengan UUD 

NRI 1945 dan tidak memiliki daya berlaku hukum yang 

mengikat selama belum memperoleh izin dari pihak 

pengelola perguruan tinggi dan dilakukan tanpa 

menggunakan atribut kampanye pemilu.6 

 Dalam putusan a quo menunjukkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi 

sebagai negative legislator yang sebatas membatalkan 

norma, tetapi juga bertindak layaknya positive legislator 

karena membentuk konstruksi norma baru melalui putusan 

inkonstitusional bersyarat. Namun, Mahkamah tidak 

mengatur lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan 

kampanye di tempat pendidikan karena merupakan 

kewenangan penyelenggara pemilu.7 

 Berdasarkan uraian diatas, Penulis memiliki 

ketertarikan untuk menelaah lebih lanjut penafsiran hukum 

yang diterapkan Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa 

“tempat pendidikan” dalam keputusan Nomor 69/PUU-

XXII/2024.  

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penafsiran hukum Hakim Mahkamah 

Konstitusi terhadap larangan kampanye di tempat 

pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah? 

2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 terhadap 

larangan kampanye di tempat pendidikan dalam 

Pemilihan Kepala Daerah? 

 
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, 

hlm 51. 
7 Lutfiya Y Rahmawati, dkk., “Pergeseran Fungsi Peran 

Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator menjadi Positif Legislator” 

Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘Dekrit 12, no. 1 (2022), hlm 47-49. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis penafsiran hukum Mahkamah 

Konstitusi terhadap larangan kampanye di tempat 

pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

2. Menganalisis implikasi yuridis Putusan Nomor 

69/PUU-XXII/2024 terhadap larangan kampanye di 

tempat pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

D. Kegunaan 
1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi 

terhadap perluasan wawasan keilmuan, menambah 

informasi di ranah akademik, serta memperkaya 

wawasan peneliti dalam ranah Hukum Tata Negara, 

secara khusus terkait dengan penafsiran hukum dan 

penyelenggaraan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada).  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat 

memberikan kontribusi nyata kepada berbagai 

kalangan: 

a. Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai 

bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan 

norma hukum, khususnya terkait Putusan Nomor 

69/PUU-XXII/2024. Dengan begitu, masyarakat 

dapat mengetahui batasan dan ruang lingkup 

pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan 

sehingga terhindar dari kesalahpahaman serta 

lebih kritis dalam mengawasi praktik politik di 

lapangan. 
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b. Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik 

yang berguna untuk memperkaya pengetahuan 

mahasiswa hukum mengenai teori dan praktik 

penafsiran hukum oleh hakim konstitusi. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

kajian, diskusi, dan rujukan dalam penulisan 

karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata 

negara maupun hukum pemilu. 

c. Pembuat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya 

penyelenggara pemilu, untuk merumuskan 

regulasi lanjutan. Dengan adanya pemahaman 

dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, kebijakan 

yang dihasilkan dapat lebih responsif, adil, dan 

sesuai dengan prinsip kepastian hukum. 

E. Kerangka Teoritik 
1. Teori Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah proses 

untuk memberikan kejelasan atau mempertegas arti 

dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang dinilai masih belum atau tidak jelas. Apabila 

sebuah undang-undang mengandung aturan yang 

belum jelas atau masih membutuhkan penjelasan 

tambahan, maka peran pembentuk undang-undang, 

hakim, dan ahli hukum menjadi penting untuk 

menafsirkan makna sebenarnya dari ketentuan 

tersebut agar sejalan dengan tujuannya. Proses 

penafsiran ini tidak hanya bertujuan menjelaskan 

hukum yang telah ada, tetapi juga berperan dalam 
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membentuk hukum baru (rechtvinding). Penafsiran 

hukum dapat bersifat memperluas (eksentif) atau 

membatasi (restriktif), tergantung pada kebutuhan 

dalam menjelaskan isi undang-undang yang kaku, 

untuk menghindari timbulnya ketidakpastian hukum.8  

Mertokusumo dan Pilto mengemukakan bahwa 

terdapat 6 (enam) metode penafsiran hukum yang 

sering digunakan oleh hakim;9 

a. Penafsiran gramatikal atau bahasa, berfokus pada 

penggunaan bahasa dalam memahami makna 

suatu ketentuan hukum. Metode ini sering kali 

dianggap sebagai pendekatan objektif karena 

hanya mendasarkan pemahamannya pada struktur 

bahasa, urutan kata, serta redaksi kalimat yang 

digunakan dalam teks hukum. Terdapat tiga 

prinsip yang dapat diterapkan dalam pendekatan 

ini: 

1) Noscitur a socis, yaitu suatu kata yang 

dipahami berdasarkan kata yang 

menyertainya atau dalam satu kesatuan 

2) Ejusdem generis, yaitu makna suatu kata 

ditafsirkan sesuai dengan jenis atau 

kelompok yang sejenis dengannya 

3) Expressum facit cessare tacitum, yaitu bahwa 

pernyataan eksplisit mengesampingkan hal-

hal yang bersifat implisit. 

b. Penafsiran teleologis atau sosiologis, 

menekankan pada maksud sosial atau tujuan dari 

 
8 Cecep C Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka 

Penemuan Hukum”, Jurnal Moderat 8, no. 2 (2022), hlm 429-432. 
9 A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran 

Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki” Jurnal Legisia 15, no. 2 

(2023), hlm 141-143. 
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undang-undang. Dalam metode ini, suatu undang-

undang yang masih berlaku namun dinilai tidak 

kontekstual lagi dapat diadaptasi agar selaras 

dengan kondisi sosial terkini, terlepas dari apakah 

ketetuan tersebut telah ada pada saat undang-

undang ini disahkan atau belum. Tujuannya 

adalah untuk mengaktualisasikan isi undang-

undang agar tetap selaras dengan perkembangan 

sosial masyarakat. Tujuannya agar isi undang-

undang tetap selaras dengan perkembangan sosial 

masyarakat. 

c. Penafsiran sistematis atau logikal, memandang 

suatu undang-undang yang terintegrasi dalam 

struktur sistem hukum secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, makna dari suatu pasak atau aturan 

ditafsirka dengan mengaitkannya pada aturan 

hukum lainnya, karena pada dasarnya tidak ada 

peraturan yang berdiri sendiri tanpa hubungan 

dengan peraturan lainnya dalam sistem 

perundang-undangan. 

d. Penafsiran historis, bertujuan menggali makna 

dari suatu undang-undang dengan meninjau latar 

belakang sejarah pembentukannya. Terdapat 2 

macam pendekatan historis, yakni berdasarkan 

asal-usul pembentukan regulasi itu sendiri dan 

dinamika perkembangan hukum. Penafsiran yang 

didasarkan pada sejarah pembentukan undang-

undang sering disebut penafsiran subjektif, 

karena ditentukan oleh pemahaman para 

pembentuk undang-undang. 

e. Penafsiran komparatif atau perbandingan, 

dilakukan dengan membandingkan ketentuan 

hukum satu dengan yang lain, guna memperoleh 
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kejelasan makna dari sebuah undang-undang. 

Menurut Safaat, interpretasi ini dapat dilakukan 

melalui melihat penggunaan asas hukum 

(rechtsbeginselen) maupun norma hukum 

(rechtsregel) dalam regulasi lain, serta 

mempertimbangkan sejarah pembentukan 

ketentuan tersebut. 

f. Penafsiran futuristis, bersifat mengupayakan 

dengan mengacu pada substansi undang-undang 

yang masih belum diberlakukan atau belum 

memperoleh keberlakuan hukum yang final dan 

mengikat. Menurut Safaat, pendekatan ini 

cenderung mengarah pada konsep ius 

constituendum, yaitu hukum yang diidealkan atau 

diharapkan akan berlaku di masa mendatang, 

dibandingkan dengan ius constitutum, yaitu 

hukum yang sedang berlaku saat ini. 

F. Penelitian Yang Relevan 
Pemberian landasan bagi suatu penelitian, penting bagi 

Penulis untuk terlebih dahulu menelaah berbagai karya 

ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan 

topik yang akan diteliti. Oleh karena itu, Penulis telah 

melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah yang 

membahas persoalan penafsiran hukum serta akibat 

hukum, referensi tersebut antara lain: 

N

o 

Penulis Pembahasan Persamaan 

dan 

Perbedaan 

1 “Penafsiran 

Hukum Oleh 

Hakim 

Terhadap 

Penelitian ini 

mengkaji tafsir 

MK atas Pasal 

280 ayat 1 

Persamaan 

yaitu sama-

sama 

mengangkat 
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Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

65/PUU-

XXI/2023” 

Ajie Waskito 

Muhammad 

(2024)10 

 

huruf h UU 

7/2017, yang 

mengandung 

pertentangan 

antara norma 

larangan 

kampanye 

difasilitas 

pemerintah, 

tempat ibadah 

dan pendidikan 

dengan 

penjelasannya 

yang 

memberikan 

pengecualian, 

dengan 

menerapkan 

penafsiran 

orginalis 

(gramatikal, 

harfiah, 

sistematis dan 

historis). 

isu penafsiran 

hukum oleh 

Mahkamah 

Konstitusi 

terhadap 

pengaturan 

kampanye, 

kedua sama-

sama 

menerapkan 

metode hukum 

normatif 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan, 

konseptual dan 

kasus. 

Perbedaan 

pada objek 

Putusan 

Nomor 

65/PUU-

XXI/2023, 

fokus 

pembatasan 

kampanye 

dalam Pemilu 

nasional 

 
10 Ajie W Muhammad, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023” Skripsi 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan (2024). 
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berdasarkan 

UU No. 7 

Tahun 2017, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

menganalisis 

Putusan 

Nomor 

69/PUU-

XXII/2024 

terkait 

larangan 

kampanye 

dalam konteks 

Pilkada.  

2 “Penafsiran 

Hukum Oleh 

Hakim 

Mahkamah 

Konstitusi 

Terhadap 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

86/PUU-

XXI/2023” 

Nala Syifa 

Abas (2024)11 

Penelitian ini 

mengkaji 

tentang tafsir 

hukum MK 

terhadap Bab 

III tentang 

Bahasa Negara 

pada Undang-

Undang Nomor 

24 Tahun 2009, 

menggunakan 

penafsiran 

harfiah, beserta 

akibat 

Persamaan 

keduanya 

menerapkan 

metode 

penelitian 

hukum 

normatif serta 

mengkaji 

penafsiran 

hukum dan 

akibat 

hukumnya 

terhadap 

norma yang 

 
11 Nala Syifa Abas, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
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hukumnya. 

Putusan 

dinyatakan 

tidak dapat 

diterima karena 

tidak 

ditemukan 

pertentanganny

a dengan UD 

1945, sehingga 

tidak 

menimbulkan 

akibat hukum. 

diuji, 

keduanya 

sama-sama 

menerapkan 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

kasus dan 

konseptual.  

Perbedaannya 

terletak pada 

pokok 

permasalahan, 

penelitian Nala 

Syifa Abas 

berfokus pada 

alasan tidak 

diterimanya 

permohonan 

pengujian 

karena 

dianggap 

kabur (abscuur 

libel). 

3 ”Penafsiran 

Hukum 

Terhadap 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

Penelitian ini 

mengkaji 

penafsiran 

hukum 

Mahkamah 

Konstitusi 

Persamaannya 

keduanya 

mengkaji 

penafsiran 

hukum oleh 

Mahakmah 

 
XXI/2023” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024). 
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88/PUU-

XXI/2023” 

Reny Deskianti 

(2024)12 

terhadap Pasal 

193 ayat (2) 

huruf i UU 

Pemerintahan 

Daerah yang 

mengatur 

pemberhentian 

anggota DPRD 

apabila pindah 

parpol, 

menggunakan 

penafsiran 

futuristik dan 

sosiologis. Hal 

ini 

menimbulkan 

konflik 

kepentingan 

dalam 

pelaksanaan 

pemilu 

mendatang. 

Konstitusi, 

keduanya 

sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

hukum 

normatif yang 

memanfaatkan 

konsep 

interpretasi 

hukum serta 

implikasi 

yuridis dari 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

terhadap 

ketentuan 

dalam undang-

undang yang 

diuji.  

Perbedaannya 

penelitian 

Reny 

Deskianti 

membahas 

Putusan 

Nomor 

88/PUU-

 
12 Reni Deskianti, “Penafsiran Hukum Terhadap Mahkamah 

Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023” Skripsi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024). 
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XXI/2023, 

yang 

menitikberatka

n bagaimana 

Mahkamah 

menetapkan 

perlindungan 

terhadap hak 

politik anggota 

DPRD yang 

ingin 

mencalonkan 

kembali 

melalui partai 

lain, sementara 

penelitian ini 

mengenai 

kampanye di 

tempat 

pendidikan. 

4.  “Analisis 

Yuridis 

Penyelenggaraa

n Kampanye Di 

Lingkungan 

Universitas” 

Sandi Aprianto, 

Ferawati 

Royani, 

Mardhatilla 

Penelitian ini 

mengkaji 

Putusan MK 

No. 65/PUU-

XXI/2023 yang 

membuka 

ruang 

kampanye 

difasilitas 

pendidikan, 

khususnya 

universitas, 

Persamaan 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

hukum 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 
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Suaka (2024)13 menimbulkan 

persoalan 

yuridis dan 

praktis karena 

berpotensi 

mencampurkan 

politik praktis 

ke dalam dunia 

pendidikan 

yang 

seharusnya 

netral. Dalam 

hal ini KPU 

perlu berhati-

hati menyusun 

aturan teknis 

lanjutan, dan 

jika kampanye 

di universitas 

tetap 

dilakukan, 

maka harus 

menekankan 

pada aspek 

pendidikan 

politik, bukan 

sekedar praktik 

politik elektoral 

konseptual, 

serta sama-

sama mengkaji 

problematika 

kampanye di 

lingkungan 

pendidikan  

Perbedaannya 

terletak pada 

objek kajian, 

penelitian ini 

berfokus pada 

Putusan MK 

No. 69/PUU-

XXII/2024 

sementara 

penelitian 

sandi Aprianto 

dkk. Menelaah 

putusan MK 

No. 65/PUU-

XXI/2023 

terkait UU 

pemilu dengan 

titik tekan 

pada persoalan 

penormaan 

dan kesulitan 

teknis 

 
13 Sandi Aprianto., dkk, “Analisis Yuridis Penyelenggaraan 

Kampanye Di Lingkungan Universitas” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 

10, no. 2 (2024). 
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pelaksanaan 

kampanye di 

Universitas.  

5.  “Netralitas 

Pegawai Negeri 

Sipil dalam 

Pemilihan 

Umum; 

Analisis 

Hukum 

Terhadap 

Sanksi 

Administratif 

dan Pidana 

dalam 

Pelanggaran 

Kampanye”  

Ahmad 

Muhamad 

Mustain 

Nasoha 

(2025)14 

Netralitas PNS 

merupakan 

prinsip 

fundamental 

dalam Pemilu 

untuk menjaga 

independensi 

birokrasi dan 

integritas 

demokrasi. UU 

ASN 2023 dan 

UU Pemilu 

2017 melarang 

keterlibatan 

PNS dalam 

kampanye 

beserta sanksi-

sanksinya, 

namun dalam 

impelentasinya 

masih banyak 

pelanggaran. 

Dalam hal ini 

perlu 

penguatan 

Persamaannya 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

metode hukum 

normatif yang 

berorientasi 

pada analisis 

terhadap 

kepastian 

hukum dalam 

praktik 

kampanye. 

Perbedaannya 

pada objek dan 

isu hukum, 

penelitian ini 

fokus pada 

putusan MK 

No. 69/PUU-

XXII/2024 

terkait 

larangan 

kampanye 

ditempat 

 
14 Ahmad MM Nasoha, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan 

Pidana dalam Pelanggaran Kampanye” Forschungforum Law Journal 2, 

no. 1 (2025). 
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lembaga 

pengawas dan 

pemberlakuan 

sanksi yang 

tegas agar 

prinsip 

netralitas 

benar-benar 

terjaga dalam 

penyelenggaraa

n pemilu yang 

adil dan 

transparan. 

pendidikan. 

 

Kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

menunjukan bahwa penelitian Penulis memiliki beberapa 

kesamaan yakni mengkaji penafsiran hukum oleh hakim 

Konstitusi atas putusan judicial review dan mengkaji 

mengenai kampanye pada Pemilu maupun Pilkada, 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), 

serta memfokuskan pembahasan pada metode penafsiran 

yang digunakan dan akibat hukumnya pada 

penyelenggaraan kampanye. Perbedaannya yaitu terletak 

pada objek putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji pada 

masing-masing penelitian dan analisis metode interpretasi 

hukum yang diterapkan oleh hakim dalam merumuskan 

putusan, serta isu yang dibahas dalam masing-masing 

penelitian.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode normative 

legal research, yakni hukum normatif melalui kajian 
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terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.15 

Berfokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip 

hukum dan norma-norma yuridis yang relevan, yang 

menghubungkan permasalahan yang diteliti dengan 

peraturan perundang-undangan yang tengah 

diberlakukan. Penelitian ini sering dikatakan dengan 

penelitian dokrinal sebab berorientasi pada kajian 

terhadap ketentuan hukum yang diterapkan.16 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengaplikasikan tiga bentuk 

model pendekatan yang diadopsi, yaitu pendekatan 

undang-undang, pendekatan berbasis konsep, dan 

pendekatan kasus. Pertama, pendekatan perundang-

undangan (the statute approach) menggunakan 

metode telaah terhadap sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan 

langsung terkait persoalan hukum yang menjadi objek 

penelitian. Kemudian pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dimanfaatkan untuk menggali 

serta memahami pengertian yang terkandung dalam 

istilah-istilah hukum tertentu. Selain itu, digunakan 

pula pendekatan kasus (case approach), yaitu 

menganalisis perkara yang telah diputuskan guna 

memperoleh pemahaman tentang dampak dari norma 

hukum tersebut.17 

 

 
15 I Made P Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif 

Dalam Justifikasi Teori Hukum cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 

2017), hlm 12-13. 
16 Eny Susilowati, dkk., “Kedudukan dan Manfaat Logika Dalam 

Penalaran Hukum Oleh Hakim” JSP Jurnal Sociopolitico 6 no. 2 (2024), 

hlm 193. 
17 I Gusti K Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif” 

Kertha Widya Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021), hlm 28. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder 

yang didapatkan dari berbagai referensi tertulis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah 

berbagai literatur, artikel ilmiah, serta dokumen lain 

yang relevan dan mendukung fokus permasalahan 

yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan guna 

memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap 

aspek hukum ang menjadi objek kajian, melalui 

pengumpulan berbagai sumber yang mencakup:18 

a. Sumber Bahan Hukum Primer, berupa referensi 

yang memiliki daya ikat hukum secara yuridis, 

meliputi peraturan perundang-undangan yang 

masih berlaku di wilayah Indonesia, mencakup: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XXII-2024. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber 

hukum yang mencakup karya-karya ilmiah 

seperti buku yang dikarang oleh pakar hukum, 

jurnal hukum, pendapat para ahli, artikel ilmiah, 

serta dokumen lain yang berkaitan langsung 

dengan isu yang diangkat. 

 

 
18 Muhammad Hendri Yonawa, dkk., “Metode Penelitian Hukum: 

Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan 

Empiris” Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023), hlm 401-402. 



19 
 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Proses penggalian bahan hukum dilaksanakan 

dengan kajian kepustakaan dan pemanfaatan sumber 

daya internet, dengan menyatukan serta menganalisis 

berbagai peraturan perundang-undangan, literatur 

ilmiah, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan topik 

yang diteliti.19 Bahan hukum primer yang mmeuat 

ketentuan perundang-undangan akan ditelaah melalui 

kaidah hukum yang memuat dalam ketentuan pasal 

yang memiliki hubungan langsung terhadap 

permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, seluruh 

bahan hukum yang sebelumnya sudah didapatkan 

akan diintegrasikan dengan isu hukum yang selaras 

dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini dianalisis melalui cara 

mengkritisi, memberikan dukungan maupun 

tanggapan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pemikiran sendiri dan kajian pustaka. Bahan hukum 

yang terkumpul akan digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang diteliti, dengan menganalisis 

secara sistematis dan komprehensif. Metode analisis 

yang diterapkan adalah metode preskriptif, yang 

berfokus pada penilaian terhadap objek penelitian, 

untuk menentukan apakah sesuai dengan hukum atau 

apa yang seharusnya menurut ketentuan hukum.20 

H. Sistematika Penulisan 

Struktur penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, 

yang mencakup: 

 
19 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Empiris cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160. 
20 Muhammad Syarif, dkk., Metode Penelitian Hukum (Padang: 

Get Press Indonesia, 2024),  hlm 157. 
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BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian 

yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, menguraikan landasan teori 

yang membahas mengenai teori dan konsep yang berkaitan 

dengan teori penafsiran atau interpretasi hukum. 

BAB III Hasil Penelitian, berisi temuan penelitian 

dengan mengulas mengenai pokok-pokok isi dari putusan 

dan menganalisis penafsiran hukum hakim Mahkamah 

Konstitsi Nomor 69/PUU-XXII/2024. 

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang 

membahas implikasi yuridis putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024. 

BAB V Penutup, terdapat kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 

menunjukkan bahwa hakim menerapkan penafsiran 

hukum dengan pendekatan integratif-konstitusional, yang 

tercermin melalui penggunaan metode sistematis dan 

historis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan 

menafsirkan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tidak secara terpisah, melainkan dalam satu 

kesatuan sistem hukum dengan ketentuan lain yang 

memiliki substansi serupa, yaitu Pasal 280 ayat (1) huruf 

h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, 

pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri latar 

belakang serta perkembangan pengaturan mengenai 

pemilihan kepala daerah dalam kerangka ketatanegaraan 

Indonesia. 

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XXII/2024, terwujudnya konsistensi 

pengaturan kampanye dalam sistem hukum nasional 

melalui pengadopsian pertimbangan hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. 

Putusan tersebut mempertegas penerapan prinsip 

kedaulatan rakyat serta melahirkan norma yang bersifat 

inkonstitusional bersyarat (conditionally constitutional) 

yang mengikat secara umum (erga omnes). Serta 

munculnya kebutuhan untuk membentuk regulasi lanjutan 

yang mengatur aspek teknis pelaksanaan kampanye di 

tempat pendidikan, khususnya perguruan tinggi guna 

menjamin pelaksanaan kampanye agar prinsip kepastian 
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hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap 

terjaga. 

B. Saran 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XXII/2024, disarankan kepada penyelenggara 

pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 

menyusun regulasi lanjutan yang mengatur secara lebih 

rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye di 

lingkungan perguruan tinggi. Pengaturan tersebut 

diperlukan untuk menjaga prinsip kepastian hukum dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi dimaksud 

setidaknya memuat ketentuan mengenai tata cara 

pemberian izin oleh penanggung jawab perguruan tinggi, 

bentuk dan metode kampanye yang diperbolehkan, serta 

mekanisme pengawasan guna menjaga netralitas dan 

fungsi perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan dan 

pengembangan keilmuan.   
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